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Abstract: The study was conducted to determine the problems of poverty in a region through
the careful identification and mapping of the distribution of pockets of poverty. This research
uses descriptive method, to describe comprehensively about an object is observed. The use of
survey techniques and analysis of quantitative and qualitative indicators based on the selected
expected to obtain the maximum results in the form of identification of the districts into the
pockets of poverty. The results of this study show the following: First, the majority of districts
in Jayawijaya district is still in the category of severe pockets of poverty (70.3 percent) and the
category was 27 per cent, while for the category "instead of pockets of poverty" only one dis-
trict, namely in Wamena which also became the capital of Jayawijaya district. Secondly, there
was a sharp economic disparity among districts with the category not included districts with
pockets of poverty and severe poverty category. Third, most of the districts are geographically
rugged region included in the category of severe poverty pockets.

Keywords: distribution of poverty, pockets of poverty, economic disparity, the causes of pov-
erty

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan kemiskinan di suatu dae-
rah melalui identifikasi dan pemetaan yang cermat terhadap sebaran kantong-kantong ke-
miskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, untuk menggambarkan secara me-
nyeluruh mengenai obyek yang diteliti. Penggunaan teknik survei dan analisis yang bersifat
kuantitatif dan kualitatif dengan mendasarkan pada indikator-indikator terpilih diharapkan
akan diperoleh hasil yang maksimal berupa teridentifikasinya distrik-distrik yang menjadi
kantong kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: Pertama, sebagian be-
sar distrik di kabupaten Jayawijaya masih dalam kategori kantong kemiskinan berat (70,3 per-
sen) dan yang berkategori sedang ada 27 persen, sedangkan untuk yang berkategori “bukan
kantong kemiskinan” hanya satu distrik, yaitu di Wamena yang sekaligus menjadi ibukota ka-
bupaten Jayawijaya. Kedua, ada kesenjangan ekonomi yang cukup tajam antara distrik de-
ngan kategori bukan kantong kemiskinan dan distrik dengan kategori kemiskinan berat.
Ketiga, sebagian besar distrik yang wilayahnya secara geografis bertebing termasuk dalam
kategori kantong kemiskinan berat.

Kata kunci: sebaran kemiskinan, kantong kemiskinan, kesenjangan ekonomi, penyebab kemis-
kinan

PENDAHULUAN

Penanggulangan permasalahan kemiskinan se-
lalu menjadi target bagi setiap negara dalam
melaksanakan kebijakan pembangunannya. Ke-
miskinan merupakan masalah dalam pemba-
ngunan yang bersifat multi dimensional oleh

karena itu permasalahan kemiskinan ini harus
dikelola dan diatasi dengan kebijakan yang ber-
sifat komprehensif. Kemiskinan ditandai oleh
keterbelakangan dan pengangguran yang selan-
jutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan
pendapatan dan kesenjangan antargolongan
penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang



kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiar-
kan karena akan menimbulkan berbagai per-
soalan sosial maupun politik di masa yang akan
datang.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada
tahun 2000 mendeklarasikan apa yang disebut
Millenium Development Goals (MDGs), dimana
pada deklarasi tersebut PBB mengharapkan
seluruh negara yang menjadi anggotanya dapat
mengurangi jumlah penduduk miskin di ma-
sing-masing negara hingga mencapai 50 persen
pada tahun 2015. Di negara kita tingkat kemis-
kinan di tahun 2006 mencapai angka 39,5 per-
sen, lebih tinggi daripada angka kemiskinan
tahun 2005 yang mencapai 35,1 persen, yang
menyebabkan besaran angka program pengen-
tasan kemiskinan terus meningkat pada ang-
garan tahun 2007 senilai Rp51 triliun, yang
sebelumnya hanya senilai Rp42 triliun pada
anggaran tahun 2006 (Priyono, 2007).

Di negara kita, program penanggulangan
kemiskinan bukan merupakan barang baru.
Sejak dilaksanakan pembangunan di Indonesia,
jumlah penduduk miskin selama periode (1976-
1996) telah mengalami penurunan secara dras-
tis. Sebagai ilustrasi: periode (1976-1981) turun
dari 54,2 juta jiwa (40,1 persen) menjadi 40,6
juta jiwa (26,9 persen); pada tahun 1990 turun
lagi menjadi 27,2 juta jiwa (15,1 persen); pada
tahun 1996, jumlah penduduk miskin tinggal
22,5 juta jiwa atau (11,2 persen).

Sebelum masa krisis pada tahun 1997,
Indonesia menjadi salah satu model pemba-
ngunan yang diakui karena berhasil menu-
runkan angka kemiskinan secara signifikan.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasio-
nal (Susenas) dari BPS, dalam kurun waktu
1976-1996 jumlah penduduk miskin di Indone-
sia menurun dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40
persen dari total penduduk menjadi 22,5 juta
jiwa atau sekitar 11 persen. Keberhasilan menu-
runkan tingkat kemiskinan tersebut adalah ha-
sil dari pembangunan yang menyeluruh yang
mencakup bidang pertanian, pendidikan, kese-
hatan termasuk KB serta prasarana pendukung-
nya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia
sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan
jumlah penduduk miskin melonjak kembali,
tahun 1998 jumlah penduduk miskin tercatat
menjadi 49,5 juta jiwa (24,23 persen) dan sedikit

menurun pada tahun 1999 menjadi 47,9 juta
jiwa atau mencapai 23,4 persen dari total jum-
lah penduduk.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2010 jumlah penduduk miskin
(penduduk yang berada di bawah garis kemis-
kinan di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebe-
sar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan de-
ngan penduduk miskin pada bulan Maret 2008
yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti
jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43
juta. Selama periode Maret 2008-Maret 2009,
penduduk miskin di daerah perdesaan berku-
rang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan
berkurang 0,86 juta orang. Peranan komoditi
makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih
besar dibandingkan peranan komoditi bukan
makanan (perumahan, sandang, pendidikan,
dan kesehatan). Pada bulan Maret 2009, sum-
bangan garis kemiskinan makanan terhadap
garis kemiskinan sebesar 73,57 persen. Pada
periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Keda-
laman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan
menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung ma-
kin mendekati garis kemiskinan dan ketimpa-
ngan pengeluaran penduduk miskin juga sema-
kin menyempit. Sedangkan Indeks Kedalaman
Kemiskinan tercatat 2,50; dan Indeks Keparah-
an Kemiskinan tercatat 0,68.

Rangkaian perubahan kondisi sosial, eko-
nomi, budaya, dan politik di Indonesia telah
membentuk kekhasan karakter kemiskinan di
Indonesia. Berdasarkan survei SMERU pada
tahun 2004, yang digali menurut orang miskin
itu sendiri, faktor-faktor penyebab kemiskinan
antara lain: (1) Ketidakberdayaan yaitu kelompok
faktor yang berada di luar kendali masyarakat
miskin seperti ketersediaan lapangan kerja,
tingkat harga, keamanan, peraturan pemerin-
tah. (2) Keterkucilan yaitu berkaitan dengan
hambatan fisik dan non fisik dalam mengakses
kesempatan meningkatkan kesejahteraan seper-
ti lokasi yang terpencil, buruknya prasarana
transportasi, kurangnya akses terhadap pendi-
dikan, kesehatan, irigasi, dan air bersih. (3)
Kekurangan materi yaitu penyebab kemiskinan
yang dominan, seperti tidak memiliki rumah,
tanah, modal kerja, dan rendahnya tingkat
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upah atau panen yang rendah. (4) Kelemahan
fisik yaitu kondisi kesehatan, kemampuan be-
kerja, kurang makan dan gizi, masalah sanitasi.
(5) Kerentanan yaitu mencerminkan ketidaksta-
bilan atau guncangan yang dapat menyebabkan
turunnya tingkat kesejahteraan, sebagai contoh
adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
pekerjaan tidak tetap, bencana alam, dan ber-
bagai musibah lainnya. (6) Sikap atau perilaku
yaitu yang merupakan tanggung jawab orang
miskin itu sendiri (namun tidak sepenuhnya),
misalnya kurangnya upaya untuk bekerja,
malas, tidak bisa mengatur uang, boros, ber-
judi, dan mabuk.

Hingga sekarang persoalan kemiskinan
menjadi isu yang tidak pernah habis, apalagi
yang berkaitan dengan kesuksesan kepemim-
pinan sebuah pemerintah daerah, topik kemis-
kinan seakan tidak lekang ditelan masa. Kepe-
mimpinan pemerintah daerah akan dinilai
berhasil apabila dapat menurunkan angka ke-
miskinan dan mensejahterakan masyarakat
banyak secara merata. Kemiskinan memberikan
dampak negatif ke semua sektor, meningkatkan
pengangguran, kriminalitas, menjadi pemicu
timbulnya bencana sosial, dan akan meng-
hambat kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu
diperlukan suatu kajian yang mendalam yang
dapat memberikan gambaran solusi yang apli-
katif bagi penanganan atau pengentasannya.

Sudah banyak kebijakan dan program
yang digulirkan oleh pemerintah untuk me-
nanggulangi permasalahan kemiskinan ini,
namun masih banyak program dan kebijakan
yang tidak tepat sasaran dan malah menimbul-
kan beban baru di masyarakat. Kegagalan dari
banyak program tersebut salah satunya dise-
babkan kurangnya data tentang karakteristik
kemiskinan yang ada di daerah terutama me-
ngenai identifikasi kantong-kantong kemiskin-
an yang ada di daerah itu, sebagian besar
daerah di Indonesia masih mengalami kesulitan
untuk melakukan identifikasi apakah kecamat-
an atau distrik yang menjadi wilayahnya terma-
suk kantong kemiskinan atau tidak. Data yang
tersedia yang berkaitan dengan kantong kemis-
kinan masih sebatas pada wilayah kabupaten
dan bersifat nasional, informasi yang lebih
detail mengenai kantong kemiskinan berbasis
kecamatan atau distrik belum tersedia.

Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu
kabupaten di provinsi Papua masih dihadap-
kan pada persoalan kemiskinan ini meskipun
kebijakan dan program penanggulangan kemis-
kinan sudah dilaksanakan di daerah ini. Kebi-
jakan dan program penanggulangan kemiskin-
an sudah banyak yang diimplementasikan tapi
sebagian besar merupakan program nasional,
mulai dari IDT (Inpres Desa Tertinggal) di era
Orde Baru hingga sekarang ada program
PNPM Mandiri di tingkat distrik. Program-
program tersebut ternyata masih banyak dite-
mui kendala dan kendala yang dihadapi seba-
gian besar karena kurang tepat sasaran. Sehu-
bungan dengan hal tersebut kajian yang paling
mendesak agar program penanggulangan ke-
miskinan dapat berjalan efektif, maka diperlu-
kan pemetaan tentang kantong-kantong kemis-
kinan di berbagai distrik di kabupaten Jayawi-
jaya. Dengan diketahuinya kantong-kantong
kemiskinan tersebut diharapkan dapat disusun
kebijakan dan program penanggulangan kemis-
kinan yang pro poor dan tepat sasaran.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemu-
kakan rumusan permasalahan: Bagaimana
sebaran dan peta kantong kemiskinan yang ada
di kabupaten Jayawijaya berbasiskan distrik?
Indikator apa yang dipakai untuk menentukan
wilayah kantong kemiskinan? Strategi umum
apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabu-
paten Jayawijaya untuk mengurangi kantong
kemiskinan tersebut?.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menda-
patkan data dan informasi yang akurat tentang
kondisi warga miskin di kabupaten Jayawijaya,
yang diperoleh secara langsung dari sumber
utamanya, (2) Mengidentifikasi dan menentu-
kan indikator-indikator yang dapat digunakan
untuk menentukan secara relevan dan tepat
terhadap wilayah kantong kemiskinan berat,
sedang dan bukan kantong kemiskinan, (3)
Mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan
berbasis distrik di kabupaten Jayawijaya, (4)
Memetakan wilayah di kabupaten Jayawijaya
yang termasuk dalam kategori kantong kemis-
kinan berat, sedang dan bukan kantong kemis-
kinan berdasarkan distrik yang ada, (5) Meru-
muskan strategi umum untuk menanggulangi
kemiskinan berdasarkan pada tingkatan kemis-
kinan yang ada di distrik.
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METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan
metode deskriptif, dengan metode ini diharap-
kan dapat dijelaskan secara komprehensif
mengenai obyek dan subyek yang diteliti.
Metode ini dipakai karena disesuaikan dengan
tujuan penelitian berupa identifikasi suatu
obyek dan melakukan pemetaan. Sedangkan
pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini
dengan menggunakan studi kasus, karena
bermula dari kasus tentang kurang efektifnya
suatu program penanggulangan kemiskinan di
suatu daerah, dan kabupaten Jayawijaya
merupakan salah satu kabupaten yang mengha-
dapi permasalahan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di seluruh distrik
yang ada di kabupaten Jayawijaya dengan
menggunakan data primer maupun data sekun-
der. Data primer didapat langsung dari sum-
bernya dengan menggunakan kuesioner dan
pedoman wawancara yang telah disiapkan ter-
lebih dahulu, sedangkan data sekunder diper-
oleh dari sumber-sumber tertentu yang relevan
dengan penelitian ini dengan menggunakan
teknik dokumentasi. Di samping itu untuk
memperoleh gambaran yang sesuai dengan ke-
nyataan yang ada juga dilakukan observasi ke
beberapa distrik sebagai sampel.

Instrumen yang dipakai untuk mengum-
pulkan data dirumuskan dari penjabaran indi-
kator-indikator yang telah ditetapkan, setelah
melalui uji validitas dan reliabilitas dengan
menggunakan pre fest — post tes maka dapat
dipakai untuk pengumpulan data secara kese-
luruhan di setiap distrik. Data yang telah di-
kumpulkan melalui instrumen tersebut kemu-
dian dianalisis dengan menggunakan analisis
kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif
dipakai untuk merumuskan indikator kemis-
kinan yang relevan dengan cakupan penelitian
sebagai dasar untuk menentukan kantong-kan-
tong kemiskinan yang meliputi di setiap distrik
yang dikaji. Pendekatan kualitatif digunakan
sebagai pembanding dan memperjelas data
kuantitatif yang ada dengan memakai teknik
verifikasi.

Penetapan Indikator Kemiskinan

Untuk melakukan identifikasi dan pemetaan
kemiskinan di suatu daerah terlebih dahulu di-
lakukan dengan menetapkan indikator kemis-
kinan yang sesuai dengan kondisi di daerah
tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan untuk
memudahkan pengelompokan baik secara
kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan
kelengkapan data dan permasalahan yang ada
agar apa yang menjadi maksud, tujuan serta
sasaran penyusunan dokumen dan validasi
data penduduk miskin dapat diwujudkan.
Kemiskinan di kabupaten Jayawijaya terjadi
disebabkan berbagai hal, terutama adanya
ketimpangan atau kesalahan dalam tatanan
sistem ekonomi-sosial sehingga masyarakat
tidak dapat mengakses sumber-sumber penda-
patan yang tersedia sehingga tidak dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan (man made
poverty). Kemiskinan ini dapat terjadi karena
kesalahan dalam kebijakan dan strategi pem-
bangunan serta pilihan kebijakan makro yang
tidak tepat.

Kemiskinan seperti terjadi di kabupaten
Jayawijaya ini terutama disebabkan rendahnya
kualitas SDM dan SDA sehingga masyarakat
tidak dapat berproduksi dengan optimal. Pada
kondisi ini unit-unit produksi tidak dapat ber-
fungsi secara optimal sehingga tidak mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik
dari aspek sosial ekonomi maupun aspek
lingkungan. Kata kunci dari pola kemiskinan
ini adalah ketidakberdayaan masyarakat seba-
gai subyek pembangunan.

Penetapan indikator kemiskinan pada
bagian terdahulu sudah dijelaskan secara pan-
jang lebar dan dari sudut pandang yang cukup
bervariasi. Sesuai dengan tujuan dari kegiatan
ini maka pada bagian ini akan ditetapkan
beberapa indikator kemiskinan yang dianggap
cukup aplikatif dan dapat diterapkan untuk
mengidentifikasi kantong kemiskinan di kabu-
paten Jayawijaya. Indikator yang paling aplika-
tif adalah bagaimana mengidentifikasi kemis-
kinan dilihat dari unit yang terkecil di masya-
rakat yaitu rumah tangga.

Identifikasi rumah tangga miskin selanjut-
nya akan diketahui apa yang menjadi penyebab
dari kemiskinan yang dialami mereka, ada
banyak penyebab kemiskinan yang terjadi di
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kabupaten Jayawijaya. Setelah melalui obser-
vasi di lapangan dan melakukan wawancara
dengan penduduk miskin dapat diidentifikasi
bahwa penyebab kemiskinan di kabupaten
Jayawijaya sebagian besar dikarenakan oleh
faktor ekonomi, geografis, kesehatan, dan
sosial.

Karakteristik Rumah Tangga Miskin.
Hasil pendataan BPS pada tahun 2010 menun-
jukkan sebagian besar dari rumahtangga miskin
mempunyai 4,9 anggota rumahtangga. Jumlah
rata rata anggota rumahtangga ini lebih besar
dibanding jumlah rata-rata anggota rumah-
tangga tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa
rumahtangga miskin harus menanggung beban
yang lebih besar dibanding rumahtangga tidak
miskin. Rumahtangga miskin di daerah perko-
taan rata rata mempunyai 5,1 anggota rumah-
tangga, sedangkan rumahtangga miskin di dae-
rah perdesaan rata rata mempunyai 4,8 anggota
rumahtangga. Angka ini dapat diketahui bah-
wa beban rumahtangga miskin di daerah per-
kotaan dalam memenuhi kebutuhan hidup
ternyata lebih besar daripada rumahtangga
miskin di daerah perdesaan.

Ciri lain yang melekat pada rumahtangga
miskin adalah tingkat pendidikan kepala
rumahtangga yang rendah. Data yang disajikan
BPS memperlihatkan bahwa 72 persen dari
rumahtangga miskin di perdesaan dipimpin
oleh kepala rumahtangga yang tidak tamat SD,
dan 24,3 persen dipimpin oleh kepala rumah-
tangga yang berpendidikan SD. Kecenderungan
yang sama juga dijumpai pada rumahtangga
miskin di perkotaan. Sekitar 57 persen rumah-
tangga miskin di perkotaan dipimpin oleh
kepala rumahtangga yang tidak tamat SD, dan
31,4 persen dipimpin oleh kepala rumahtangga
berpendidikan SD. Ciri ini menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan kepala rumahtangga miskin
di perkotaan lebih tinggi dibanding kepala
rumahtangga di perdesaan. Ciri rumah tangga
miskin yang erat kaitannya dengan tingkat
pendidikan dan sebaran lokasi rumahtangga
adalah sumber penghasilan. Menurut data BPS,
penghasilan utama dari 63 persen rumahtangga
miskin bersumber dari kegiatan pertanian, 6,4
persen dari kegiatan industri, 27,7 persen dari
kegiatan jasa-jasa termasuk perdagangan, ba-
ngunan dan pengangkutan, dan selebihnya

merupakan penerima pendapatan. Pada tahun
1998 dan 1999 proporsi sumber penghasilan
utama tidak mengalami pergeseran.

Dengan membedakan menurut daerah da-
pat dicatat bahwa sebagian besar atau sekitar
75,7 persen rumah tangga miskin di perdesaan
mengandalkan pada sumber penghasilan di
sektor pertanian. Lebih dari 75 persen rumah-
tangga miskin di perkotaan memperoleh peng-
hasilan utama dari kegiatan ekonomi di luar
sektor pertanian dan hanya 24,0 persen rumah-
tangga miskin mengandalkan pada sektor per-
tanian. Ini konsisten dengan corak rumah-
tangga perdesaan yang sebagian besar adalah
rumahtangga petani. Kegiatan ekonomi perko-
taan yang lebih beragam memberikan sumber
penghasilan yang beragam pula bagi rumah-
tangga miskin di perkotaan.

Informasi tentang profil kemiskinan di per-
desaan sangat diperlukan oleh pengambil kebi-
jakan terutama untuk penanganan masalah
kemiskinan. Keterangan mengenai jenis per-
soalan dan akar permasalahan yang dihadapi
berbagai jenis segmen penduduk miskin dapat
membantu perencana program dalam menen-
tukan program-program yang tepat. Dengan
mengetahui profil kemiskinan di perdesaan,
pengambil kebijakan bisa lebih memfokuskan
pada program pengentasan kemiskinan di
perdesaan sehingga dapat lebih sesuai dengan
kebutuhan penduduk miskin tersebut.

Berbagai program pengentasan kemiskinan
yang didasari pemahaman menyeluruh menge-
nai karakteristik sosial demografi dan dimensi
ekonomi penduduk miskin dapat membantu
perencanaan, pelaksanaan, dan hasil target
yang baik. Karena, salah satu prasyarat keber-
hasilan program program pembangunan sangat
tergantung pada ketepatan pengidentifikasian
target grup dan target area.

Penyebab dan Indikator Kemiskinan. Se-
suai dengan pendekatan pengukuran dan ana-
lisis penyebab kemiskinan di kabupaten Jaya-
wijaya dapat digambarkan pada Gambar 1.

Berbagai faktor penyebab kemiskinan ter-
sebut, kemudian dapat dilakukan penetapan
indikator dan parameter pengukuran kemiskin-
an. Penentuan indikator dan parameter ini juga
mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh
Biro Pusat Statistik, khususnya untuk tahun
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Gambar 1. Bagan Berbagai Faktor Penyebab Kemiskinan

2010. Adapun indikator yang dimaksud adalah
seperti pada Tabel 1 dalam Lampiran.

Tabel 1 menjelaskan bahwa penyebab
kemiskinan di kabupaten Jayawijaya dapat
dikelompokkan dalam 4 aspek/faktor utama,
yaitu faktor ekonomi, geografi, kesehatan, serta
faktor pendidikan/sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Utama Kemiskinan

Aspek Ekonomi. Seperti yang dijelaskan dalam
kerangka konsep bahwa faktor utama penyebab
kemiskinan adalah aspek ekonomi. Untuk
aspek ekonomi ini akan dijabarkan dalam bebe-
rapa indikator yaitu pendapatan tetap, keter-
gantungan pada sektor pertanian, kegiatan
wirausaha dan tingkat pengangguran. Setelah
melalui pengumpulan data baik primer mau-
pun sekunder tentang indikator yang diguna-
kan dalam aspek ekonomi tersebut dan
dilakukan skoring maka dapat disajikan pada
Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penilaian Tingkat Kemiskinan
Berdasar Aspek Ekonomi

No Interval {;nsﬂ tri: Persentase (%)
1 11-13 28 75,7
2 14-16 8 21,6
3 17-19 1 2,7
Total 37 100

Aspek Geografi. Pengumpulan data, ana-
lisis, dan skoring yang berkaitan dengan aspek
geografis lebih banyak dipakai teknik observa-
si, terutama untuk indikator kondisi topografi,
letak geografis, dan sumberdaya alam; sedang-
kan untuk prasarana transportasi dengan
menggunakan pengumpulan data sekunder.
Setelah melalui analisis pada setiap distrik
maka skoring dapat disajikan seperti pada Tabel
3.

Tabel 3. Hasil Penilaian Tingkat Kemiskinan

Berdasar Aspek Geografi
No Interval Jumlah Distrik Persentase (%)
1 9-11 26 70,3
2 12-14 10 27,0
3 15-17 1 2.7
Total 37 100

Aspek Kesehatan. Untuk menjelaskan
aspek kesehatan ‘dari masyarakat kabupaten
Jayawijaya digunakan tiga indikator, yaitu ak-
ses kesehatan, sikap hidup dan tempat tinggal.
Untuk indikator akses kesehatan berkaitan erat
dengan tempat tinggal masyarakat terhadap
jauh dekatnya dengan pusat kesehatan masya-
rakat; sedangkan sikap hidup diketahui dari
penyebaran kuesioner ke berbagai kelompok
masyarakat yang orbitasinya masih terjangkau
dari puskesmas.

Dari hasil tabulasi data dan observasi la-
pangan maka skoring untuk setiap indikator
tersaji pada Tabel 4.
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Tabel 4. Hasil Penilaian Kemiskinan

Berdasarkan Aspek Kesehatan

No Interval  Jumlah Distrik Pel'i;:l)tase
1 7-10 2 59,5
g 11-13 9 23
3 14-17 5 135
4 18-21 1 27
Total 37 100

Aspek Pendidikan/Sosial. Aspek pendi-
dikan dan sosial sebagai penyebab kemiskinan
di kabupaten Jayawijaya dapat dipakai indi-
kator antara lain tingkat pendidikan, budaya
dan jumlah keluarga. Setelah melalui penye-
baran kuesioner dan observasi di lapangan
maka dapat disajikan skoring sebagaimana
Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Penilaian Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan Aspek Pendidikan dan
sosial

No Interval Jumlah Distrik  Persentase (%)

1 12-14 23 62,2
2 15-17 9 24,3
3 18 - 20 5 15,5

Total 37 100

Pengukuran Tingkat Kemiskinan

Keempat aspek yang merupakan penyebab dari
kemiskinan di kabupaten Jayawijaya tersebut
dan dijabarkan lebih lanjut dengan beberapa
indikator maka dapat disusun rekapitulasi dari
skoring berdasarkan distrik yang ada. Skoring
masing-masing distrik tersebut nantinya akan
dibandingkan dengan ukurang yang telah
ditetapkan. Skoring dari masing-masing distrik
terdistribusi pada Tabel 6 dalam Lampiran.

Hasil penilaian dengan pendekatan skor
menurut berbagai faktor penyebab kemiskinan,
maka dapat diklasifikasikan masing-masing
distrik menurut kedalaman tingkat kemiskinan.
Klasifikasi ini terbagi ke dalam tiga kelompok,
yaitu distrik yang masuk klasifikasi bukan kan-
tong kemiskinan, distrik klasifikasi kantong ke-
miskinan sedang, dan distrik dengan klasifikasi
kantong kemiskinan berat. Adapun secara rinci
masing-masing distrik dapat dicermati pada
Tabel 7 dalam Lampiran.

Dilihat dari Tabel 7 maka dapat diketahui
bahwa skor yang paling rendah adalah 39 dan
yang paling tinggi mencapai 73 sehingga nilai
range dari sebaran data tersebut sebesar 34, hal
ini menunjukkan adanya kesenjangan yang
cukup tinggi. Kalau dikelompokkan dalam
kategori kantong kemiskinan maka akan ter-
distribusi seperti Tabel 8.

Tabel 8 . Kategori Kantong Kemiskinan

Absolut Persen (%)
Buk@ Kmtong 1 27
Kemiskinan
Sedang 10 27,0
Berat 26 70,3
Total 37 100

Tabel 8 memberi gambaran sebagian besar
distrik di kabupaten Jayawijaya masih dalam
kategori kantong kemiskinan berat (70,3 persen)
dan yang berkategori sedang ada 27 persen,
sedangkan untuk yang berkategori “bukan kan-
tong kemiskinan” hanya satu distrik, yaitu di
Wamena yang sekaligus menjadi ibukota kabu-
paten Jayawijaya.

Selanjutnya untuk keperluan pemetaan da-
ri identifikasi kantong kemiskinan yang berka-
tegori berat ditandai dengan warna merah, ka-
tegori sedang ditandai dengan warna kuning
dan kategori bukan sebagai kantong kemis-
kinan ditandai dengan warna hijau seperti pada
peta dalam Gambar 2.

Pendekatan Identifikasi Kantong Kemiskin-
an untuk Menyusun Strategi Penanggulang-
an Kemiskinan

Atas dasar hasil pemetaan kantong kemiskinan
menurut distrik di kabupaten Jayawijaya maka
di masa mendatang dapat dibuat strategi
penanggulangan kemiskinan secara cermat. Da-
lam program pengentasan nasib orang miskin,
keberhasilannya tergantung pada langkah awal
dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifi-
kasikan siapa sebenarnya “si miskin” tersebut
dan di mana si miskin itu berada. Kedua per-
tanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat
peta dan kantong-kantong kemiskinan di setiap
distrik.
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Gambar 2 . Peta Kedalaman Kemiskinan Berdasarkan Distrik Kabupaten Jayawijaya

Proses perkembangan ekonomi perdesaan
di kabupaten Jayawijaya tidak terlepas dari
pengaruh pendekatan tersebut, meskipun de-
mikian terdapat elemen-elemen dasar yang
menjadi penentu ekonomi perdesaan dan sum-
berdaya alam sebagai primer-movernya dan
menjadi pola dasar kehidupan masyarakat per-
desaan. Dengan melihat dari angka rentang
yang cukup tinggi maka dapat diindikasikan
bahwa di Kabupaten Jayawijaya juga terjadi
kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat,
yang pada dasarnya diakibatkan oleh faktor (1)
sosial-ekonomi rumah-tangga atau masyarakat,
(2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang
menjadi dasar kegiatan produksi rumah-tangga
atau masyarakat, (3) potensi regional (sumber-
daya alam dan lingkungan serta infrastruktur)
yang mempengaruhi perkembangan struktur
kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelemba-
gaan yang membentuk jaringan kerja produksi
dan pemasaran pada skala lokal, regional dan
global.

Salah satu isu yang dihadapi dalam pem-
bangunan perdesaan adalah penurunan kuali-
tas hidup, ketersediaan sarana dan prasarana,
ketidakmampuan institusi ekonomi menyedia-

kan kesempatan usaha, lapangan kerja, serta
pendapatan yang memadai, yang saling ber-
kaitan dan sangat kompleks. Dengan demikian
untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,
perlunya peningkatan produktivitas yang
sesuai dengan karakteristik perdesaan. Sedang-
kan pertumbuhan dan perkembangan wilayah
perdesaan berkaitan dengan bidang usaha per-
tanian yang mendominasi perdesaan. Dalam
dua dekade terakhir ini terdapat perubahan
struktur lapangan usaha di bidang pertanian,
sehingga terjadi kecenderungan penurunan di
sektor pertanian, terutama dari segi lapangan
usaha penduduk dan ketenagakerjaan. Kondisi
ini akan membawa perubahan struktur di
bidang sosial-ekonomi dan kelembagaan ma-
syarakat perdesaan. Hambatan dalam pengem-
bangan ekonomi perdesaan tidak saja dihadap-
kan pada pergeseran dari pertanian ke non
pertanian yang menjadi tulang punggung kehi-
dupan masyarakat perdesaan, tetapi juga
modernisasi pola usaha tani secara terpadu
serta pengembangan institusi ekonomi perde-
saan yang belum sepenuhnya dibangun secara
konsisten. Persoalan institusi ekonomi perde-
saan bukan menjadi faktor satu-satunya, faktor
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modal juga menjadi kendala dalam mendukung
pengembangan investasi perdesaan. Masalah
pokok yang dihadapi dalam pembangunan per-
desaan adalah proses kemiskinan masyarakat
perdesaan sebagai akibat kebijakan-kebijakan
yang tidak mendukung,

SIMPULAN

Masih tingginya kemiskinan di kabupaten Jaya-
wijaya pada dasarnya merupakan persoalan
yang hingga saat ini belum teratasi dan akan
terus memerlukan penanganan yang kompre-
hensif. Untuk menanggulangi kemiskinan yang
bersifat komprehensif tersebut diperlukan
pemetaan distrik yang termasuk kawasan kan-
tong-kantong kemiskinan. Setelah dilakukan
penelitian dengan mengaplikasikan beberapa
indikator yang layak dipakai di kabupaten
Jayawijaya maka dapat diambil simpulan seba-
gai berikut (1) Sebagian besar distrik di kabu-
paten Jayawijaya masih dalam kategori kantong
kemiskinan berat (70,3 persen) dan yang berka-
tegori sedang ada 27 persen, sedangkan untuk
yang berkategori “bukan kantong kemiskinan”
hanya satu distrik, yaitu di Wamena yang seka-
ligus menjadi ibu kota kabupaten Jayawijaya.
(2) Terjadi kesenjangan yang cukup tajam
antara distrik yang berkategori bukan kantong
kemiskinan dan distrik yang berkategori kemis-
kinan berat. (3) Distrik-distrik yang secara geo-
grafis sebagian besar wilayahnya bertebing
masuk dalam kategori kantong kemiskinan
berat.

Rekomendasi Strategis. Penanggulangan
kemiskinan memerlukan strategi besar yang
berifat holistik dengan program yang saling
mendukung satu dengan lainnya sehingga upa-
ya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan
perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar
utama untuk menyusun strategi besar penang-
gulangan kemiskinan di kabupaten Jayawijaya
hasil pemetaan kantong-kantong kemiskinan
akan sangat bermanfaat.

Setelah diketahui dan diidentifikasi ten-
tang kantong-kantong kemiskinan berdasarkan
distrik di kabupaten Jayawijaya maka dapat di-
rumuskan rekomendasi yang berkaitan dengan
strategi pemerintah daerah untuk mengurangi

.

kantong-kantong kemiskinan. Rekomendasi
umum yang dapat diberikan dalam bidang
perencanaan terutama perlunya Master Plan
penanggulangan kemiskinan yang komprehen-
sif yang disusun dengan melibatkan sebanyak
mungkin stakeholders, berkaitan dengan rumus-
an strategi yang harus diambil oleh pemerintah
kabupaten Jayawijaya antara lain dengan (1)
membuka akses ke seluruh distrik, (2) mening-
katkan dayabeli masyarakat, (3) menjaga stabi-
litas harga bahan kebutuhan pokok, (4) men-
dorong pertumbuhan yang berpihak pada
rakyat miskin, (5) meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan perekonomian ma-
syarakat secara berkelanjutan, (6) memperluas
cakupan program pembangunan berbasis
masyarakat, (7) meningkatkan akses masyara-
kat miskin kepada pelayanan dasar, (8) mem-
bangun dan menyempurnakan sistem perlin-
dungan sosial bagi masyarakat miskin, (9)
upaya mengatasi kekurangan gizi parah, (10)
program peningkatan sarana dan prasarana
wilayah, dan (11) peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Ukuran Indikator Kemiskinan

P fspex Indxka.tor Skor Maks Bobot Score Maks
enyebab kemiskinan Parameter (N) (B) (NxB)
Kemiskinan Masyarakat x
1. Aspek 1) Pendapatan tetap Rata-rata penghasilan masyarakat 10 1 10
Ekonomi (30 minimal Rp259.128.
persen) 2) Ketergantungan pada Sumber pendapatan tidak 75 1 75
sektor pertanian tergantung dari sektor pertanian
3) Kegiatan wirausaha Ada kegiatan wirausaha /industri 75 1 75
/industri
4) Penganggguran Masyarakat memiliki penghasilan 5 1 5
tetap
2. Aspek 1) Kondisi topografi Mendukung kegiatan ekonomi 5 1 5
Geografis (20 2) Kondisi geografis Mendukung kegiatan ekonomi 5 1 5
persen) 3) Adasumber dayaalam  Ada dan sudah terolah 5 1 5
yang sudah terolah
4) Ketersediaan sarana Ada dan lancar 5 1 5
dan prasarana
transportasi
3. Kesehatan 1) Akses Kesehatan a. Tidak ada akses ke sarana 10 0,6 6
(25 persen) kesehatan
b. Tidak mampu membiayai 04 4
pelayanan kesehatan
2) Sikap hidup a. Budaya hidup tidak sehat 7 0,2 3
b. Adat yang tidak mendukung 03 4
3) Tempat Tinggal a. Rumah tidak kokoh/ 8 0,2 2
permanen.
b. Tidak memiliki MCK sendiri. 0,2 2
c. Tidak menggunakan fasilitas
energi. 02 2
d. Kesulitan air bersih. 0.2 2
4. Sosial dan 1) Pendidikan a. Tidak tamat sekolah dasar 6 15 05 9
Pendidikan tahun.
(25 persen) b. Tidak mampu membiayai 03 3
anggota keluarga pendidikan
9 tahun
c. Akses ke Sekolah Menengah 0,3 3
Atas
2) Budaya d. Sikap mental dan perilaku 5 1 5
positif
3) Jumlah Keluarga. e. Tanggungan keluarga lebih 5 1 5
besar sama dengan 4 orang.
Jumlah 100 100

Keterangan : Batasan masyarakat suatu distrik masuk kriteria miskin apabila memperoleh skor <71
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Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Penilaian Tingkat Kemiskinan

Skor Total Masing-Masing Aspek Penyebab

No Nama Distrik Kemiski Skor Total
Ekonomi Geografi Kesehatan Pendidikan dan
Sosial
0 ) @) @) ©) (6) 7)
il Wamena 17 17 19 20 73
2 Trikora 13 10 17 20 60
3 Napua 15 13 16 19 58
4 Walaik 13 12 16 20 61
5 Wouma 13 12 16 20 61
6 Asologaima 15 11 15 16 57
7 Silokarno Doga 13 11 13 16 53
8 Pyramid 13 13 12 16 54
9 Muliama 11 11 12 16 50
1) @ ®) @) ©) (6) @)
10 Kurulu 13 12 11 15 51
11 Usilimo 13 11 11 15 50
12 Wita Waya 13 10 11 15 49
13 Libarek 13 10 11 15 49
14 Wadangku 13 10 11 15 49
15 Pisugi 13 11 11 14 49
16 Musatfak 14 12 10 13 49
17 Asolokobal 14 13 8 14 49
18 Welesi 13 12 8 13 46
19 Asotipo 13 12 7 13 45
20 Maima 13 10 7 13 48
21 Walelagama 14 11 9 13 47
22 Itlay Hisage 11 9 8 12 40
23 Siepkosi 11 11 8 12 42
24 Hubikosi 14 12 8 14 48
25 Hubikiak 11 10 8 14 42
26 Pelebaga 13 9 8 12 42
27 Ibele 11 9 8 12 40
28 Tailarek 11 9 7 12 39
29 Bolakme 14 9 9 12 44
30 Tagime 11 9 7 12 39
31 Molagalome 11 9 7 12 39
32 Tagineri 11 9 7 12 39
33 Yalengga 14 9 2 12 42
34 Koragi 11 9 7 12 39
35 Wollo 11 10 7 12 40
36 Bugi 11 9 7 12 39
37 Bpiri 11 9 7 12 39
11
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Tabel 7. Kriteria Kedalaman Kemiskinan Berdasarkan Distrik

No Nama Distrik Skor total Kriteria Sebagai Kantong Kemiskinan
1) @ @) @)
1 Wamena 73 Bukan Kantong kemiskinan
2 Trikora 60 Sedang
3 Napua 58 Sedang
4 Walaik 61 Sedang
5 Wouma 61 Sedang
6 Asologaima 57 Sedang
7 Silokarno Doga 53 Sedang
8 Pyramid 54 Sedang
9 Muliama 50 Sedang
10  Kurulu 51 Sedang
11 Usilimo 50 Sedang
12 Wita Waya 49 Berat
13 Libarek 49 Berat
14  Wadangku 49 Berat
15  Pisugi 49 Berat
16  Musatfak 49 Berat
17  Asolokobal 49 Berat
18  Welesi 46 Berat
19  Asotipo 45 Berat
20 Maima 48 Berat
21 Walelagama 47 Berat
22  Itlay Hisage 40 Berat
23 Siepkosi 42 Berat
24  Hubikosi 48 Berat
25  Hubikiak 42 Berat
26  Pelebaga 42 Berat
27  Ibele 40 Berat
M) @ (3) 4)
28  Tailarek 39 Berat
29  Bolakme 44 Berat
30  Tagime 39 Berat
31 Molagalome 39 Berat
32  Tagineri 39 Berat
33  Yalengga 42 Berat
34  Koragi 39 Berat
35  Wollori 40 Berat
36 Bugi 39 Berat
37 Bpiri 39 Berat

Kriteria: Skor >70: Bukan sebagai kantong miskin, Skor 51-70: Sebagai Kantong kemiskinan sedang, Skor < 50 : Sebagai kantong
kemiskinan berat
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